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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh 
suatu negara dengan negara lain atas dasar kesepakatan bersama. 
Perdagangan ini dilakukan oleh perorangan (individu dengan individu), 
antara individu dengan pemerintah atau badan suatu negara atau pemerintah 
atau badan suatu negara dengan pemerintah atau badan dari negara lain. Di 
beberapa negara, perdagangan internasional menjadi salah satu faktor utama 
untuk meningkatkan GDP (Gross Domestic Product) yang merupakan jumlah 
nilai produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi 
di dalam batas wilayah suatu negara (domestik) selama satu tahun. 
Perdagangan internasional telah terjadi selama ribuan tahun, 
dampaknya terhadap kepentingan ekonomi, sosial, dan politik baru dirasakan 
beberapa abad belakangan. Perdagangan internasional pun turut mendorong 
dalam industrialisasi, kemajuan transportasi, globalisasi, dan kehadiran 
perusahaan multinasional, oleh karena itu perdagangan internasional sangat 
dibutuhkan oleh negara, terutama dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi 
negara. 
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Umumnya perdagangan diregulasikan melalui perjanjian bilateral 
antara dua negara, perjanjian bilateral ini dibuat berdasarkan atas kesepakatan 
kedua negara. Pada tahun-tahun sejak Perang Dunia II, perjanjian multilateral 
seperti GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) dan WTO (World 
Trade Organization) untuk membuat regulasi global dalam perdagangan 
internasional. Kesepakatan perdagangan tersebut kadang-kadang berujung 
pada protes dan ketidakpuasan dengan klaim dari perdagangan yang tidak adil 
yang tidak menguntungkan secara mutual. 
WTO yang merupakan organisasi perdagangan dunia yang memiliki 
regulasi hukum perdagangan dunia yang disepakati oleh negara yang 
tergabung, termasuk Indonesia. Aspek dagang yang menjadi cakupan dari 
hukum WTO bermacam-macam, contohnya adalah tarif, kuota, regulasi di 
tingkatan nasional, tindakan yang diambil demi keamanan nasional, 
persyaratan pabean, subsidi, dan dumping (praktik menurunkan harga barang 
ekspor di bawah harga normal di negara pengekspor).  
Perdagangan internasional tidak hanya bermanfaat di bidang ekonomi 
saja, manfaat di bidang lain pada masa globalisasi saat ini juga semakin 
terasa. Bidang tersebut diantaranya pada bidang politik, sosial, dan 
pertahanan keamanan. Pada bidang ekonomi, perdagangan internasional 
dilakukan negara untuk memenuhi kebutuhan negaranya. 
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Perdagangan internasional juga memiliki fungsi sosial. Misalnya, 
ketika harga bahan pangan dunia sangat tinggi. Negara-negara penghasil 
beras berupaya untuk dapat mengekspornya. Selain memperoleh keuntungan, 
ekspor juga berfungsi secara social yaitu membantu memenuhi kebutuhan 
dari negara lain. Selain itu pada perusahaan multinasional merupakan 
perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh beberapa orang dari beberapa 
negara. Misalnya, saham telkomsel dimiliki oleh beberapa orang dari 
Indonesia dan Singapura. Perusahaan multi-nasional seperti ini dapat 
mempererat hubungan sosial antar negara, di dalamnya banyak orang dari 
berbagai negara yang saling bekerja sama, maka terjadilah persahabatan di 
antar negara tersebut. 
Perdagangan internasional juga bermanfaat di bidang politik. 
Perdagangan antar negara bisa mempererat hubungan politik antar negara. 
Sebaliknya, hubungan politik juga dapat mempererat hubungan dagang. 
Perdagangan internasional juga berfungsi untuk pertahanan dan keamanan 
negara, misalnya suatu negara non nuklir ingin mengembangkan senjata 
nuklir, negara tersebut dapat ditekan dengan dikenai sanksi ekonomi, artinya, 
negara lain tidak diperbolehkan menjalin hubungan dagang dengan negara 
tersebut, biasanya upaya seperti ini harus dengan persetujuan PBB. Hal ini 
dilakukan demi terciptanya keamanan dunia. 
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Perdagangan internasional juga terkait dengan pertahanan suatu negara, 
semua negara tentu membutuhkan senjata untuk mempertahankan 
wilayahnya, padahal tidak semua negara mampu memproduksi senjata, maka 
memerlukan impor senjata. Untuk mencegah perdagangan barang-barang 
yang membahayakan, diperlukan kerjasama internasional, mengenai 
perdagangan barang yang membahayakan tersebut misalnya senjata gelap, 
obat-obatan terlarang, hewan langka, ternak yang membawa penyakit 
menular dan sebagainya. 
Untuk kepentingan ini semua pemerintah negara memiliki bea cukai, 
instansi ini dibentuk pemerintah suatu negara untuk memeriksa semua jenis 
barang ketika memasuki negara tersebut. Pemeriksaan ini diperlukan untuk 
melihat apakah pajaknya telah dibayar, kemudian pemeriksaan ini juga untuk 
mengecek barang-barang tersebut merupakan barang selundupan maupun 
barang terlarang atau tidak. Cara yang digunakan dalam pemeriksaan antara 
lain dengan melihat dokumen impor barang, kemudian memeriksa barang  
dengan menggunakan detektor barang berbahaya, atau menggunakan anjing 
pelacak. 
Dalam kegiatan ekspor dan impor di Indonesia terdapat badan yang 
bergerak dalam jasa pengiriman barang, Pos Indonesia merupakan salah satu 
ekspedisi atau platform logistik yang dipilih oleh pemerintah sebagai 
platform logistik nasional yang memiliki cakupan yang luas di Indonesia. Era 
globalisasi, pertumbuhan ekonomi dan teknologi yang semakin cepat, 
mendorong permintaan pelayanan yang cepat. 
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Pos Indonesia merupakan salah satu platform logistik yang melayani 
pengiriman paket nasional dan internasional, pada pelayanan internasional, 
Pos Indonesia sudah tergabung dalam organisasi pos dunia (International Post 
Union) yang melayani paket kiriman antar negara atau biasa disebut ekspor 
dan impor dalam skala kecil. 
Pos Indonesia diberikan perlakuan khusus oleh pemerintah dimana Pos 
Indonesia berkaitan langsung dengan pihak pabean, oleh karena itu, 
Kepabeanan dan Pos Indonesia memiliki peran yang signifikan yang 
berkaitan dengan kegiatan perdagangan internasional, sehingga perlu 
dipelajari sebagai ilmu pengetahuan dalam kegiatan pembelajaran mengenai 
mekanisme pengiriman dan penerimaan paket luar negeri yang akan dibahas 
secara prosedural. 
 
B. Perumusan Masalah 
Sesuai dengan latar belakang diatas dapat dirumuskan pada masalah 
sebagai berikut: 
1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan pemeriksaan dan pengawasan 
terhadap barang kiriman masuk (impor) yang melalui Pos Indonesia 
pada Kantor Pos Lalu Bea? 
2. Bagaimana cara penyelesaian terhadap permasalahan yang muncul 
dalam pelaksanaan pengawasan pemeriksaan dan pengawasan terhadap 
barang kiriman masuk (impor) yang melalui Pos Indonesia pada Kantor 
Pos Lalu Bea?  
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C. Batasan Masalah 
Agar tidak menyimpang dari tujuan pembahasan maka, permasalahan 
yang akan dibahas perlu dibatasi sehingga pembahasan terfokus pada 
permasalahan yang dituangkan pada perumusan masalah. Adapun batasan 
masalahnya hanya mengenai lingkup pengiriman barang impor dalam skala 
kecil pada Kantor Pos Lalu Bea Malang tahun 2019, sehingga dapat sesuai 
dengan perumusan masalah yang akan dibahas berdasarkan peraturan dan 
kebijakan yang berlaku. 
D. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah diatas maka dapat dirumuskan tujuan 
dari penelitian sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui tentang mekanisme pelaksanaan pemeriksaan dan 
pengawasan secara umum terhadap barang kiriman masuk (impor) yang 
melalui Pos Indonesia pada Kantor Pos Lalu Bea. 
2. Mengetahui tentang penyelesaian terhadap permasalahan yang muncul 
dalam pelaksanaan pengawasan pemeriksaan dan pengawasan terhadap 
barang kiriman masuk (impor) yang melalui Pos Indonesia pada Kantor 
Pos Lalu Bea?  
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E. Manfaat Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah diatas maka dapat dirumuskan tujuan 
dari penelitian sebagai berikut: 
1. Memberikan kontribusi dalam segi edukasi mengenai gambaran umum 
prosedur dan kebijakan atas barang kiriman masuk yang melalui Pos 
Indonesia. 
2. Dapat digunakan sebagai acuan pada penelitian lebih lanjut mengenai 
barang kiriman masuk atau impor. 
3. Memberikan pengetahuan tentang mekanisme pelaksanaan pabean 
dalam mengawasi kegiatan impor dalam skala kecil yang melalui Pos 
Indonesia. 
 
